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Easy credit loans online are becoming popular, but many cases have also 
arisen because of this. People are currently liking easy online credit loans 
because the process is easy and very helpful when you are in dire need and 
there are no funds yet. Online loans, which are usually driven by fintech 
companies, are also often used as loans for shopping for consumer goods in 
the community. Unfortunately, there are many cases of online loans that harm 
users. People no longer need to go to the bank to apply directly to get a loan, 
the process of borrowing money can simply be accessed via a smartphone, 
such as the Apple Store (IOS) or Google Play Store (Android) or a laptop 
connected to the internet. In this article the author uses a juridical approach 
normative, because of its approach, this model of legal research is called 
normative legal research. By using Primary Legal materials, the legal basis 
for Online Loans is regulated in Financial Services Authority Regulation 
Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money 
Lending and Borrowing Services. 
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Abstrak 

Pinjaman kredit mudah secara online tengah marak, namun juga timbul banyak kasus 
karenanya. Pinjaman kredit mudah secara online dewasa ini tengah disukai masyarakat 
karena prosesnya mudah dan sangat membantu di kala terdesak kebutuhan, sementara dana 
belum ada. Pinjaman online yang biasanya dimotori oleh perusahaan fintech ini juga sering 
digunakan sebagai pinjaman untuk belanja barang konsumsi di tengah masyarakat. 
Sayangnya, ada banyak kasus pinjaman online yang merugikan penggunanya. Masyarakat 
tak perlu lagi mendatangi Bank dengan mengajukan permohonan secara langsung untuk 
mendapatkan pinjaman, proses peminjaman uang cukup diakses melalui Smartphone, seperti 
Apple Store (IOS) atau Google Play Store (Android) maupun laptop yang terkoneksi dengan 
internet.Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena 
pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif. 
Dengan menggunakan bahan Hukum Primer Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
 
Kata Kunci: Pinjaman Online 
 
 
 
I. PENDAHULUAN 

Di zaman teknologi seperti saat ini semua hal terasa serba mudah. Begitu pun dengan 
permodalan, jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman kini untuk 
mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya 
platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online (pinjol). 
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Dua tahun terakhir, banyak orang membicarakan fintech. Terlebih tahun ini, Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) menargetkan paling tidak 75 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia 
bisa mengakses layanan institusi finansial, dan masyarakat pun semakin beramai-ramai 
memanfaatkan jasa fintech untuk mencapai tujuan finansialnya. Financial technology yang 
kini lebih dikenal dengan istilah fintech, adalah bentuk usaha yang bertujuan menyediakan 
layanan finansial dengan menggunakan perangkat lunak dan teknologi modern. Tujuannya 
jelas: untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan 
menyederhanakan proses transaksI. 

Kehadiran industri fintech dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan 
membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman. Berbanding terbalik 
dengan layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan bank atau koperasi, berbagai fintech 
menawarkan produk pinjaman peer to peer lending (P2P Lending) atau pinjaman online yang 
dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan 
dan kecepatannya itulah, fintech menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan 
diprediksi akan terus berkembang. Cukup dengan menunjukkan dokumen pribadi, seperti, 
KTP, KK, NPWP, dan slip gaji, siapa saja dapat menjadi pengguna pinjaman online untuk 
tuntaskan berbagai problema keuangan. Bahkan, sejak awal diajukan hingga dana sampai ke 
tangan nasabah, fintech hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Kelebihan inilah 
yang membuat produk keuangan begitu cepat meraih popularitas dan semakin gandrung 
dimanfaatkan oleh masyarakat berbagai kalangan. 

DI balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, tak sedikit orang yang 
memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Padahal, jika dibandingkan 
dengan pinjaman konvensional, pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung 
lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online,  biaya administrasi 
tidak transparan. Alhasil para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari 
kesepakatan diawal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan 
dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Keberadaan pinjaman online ini menjadi 
polemik karena rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia. Hal ini tentu berisiko 
membuat debitur pinjaman online untuk terjebak jeratan utang yang terlalu berat hingga tak 
mampu membayar cicilannya. Pemberian data diri pada pinjaman online membuat nasabah 
mudah dikejar-kejar tentang utangnya. Debt collector menebar ancaman mulai dari masuk 
pengadilan, ke penjara, sampai siap dipecat dari pekerjaan. Tak hanya itu, beberapa warganet 
lain memang menyoroti Fintech pinjaman online yang bisa membaca data-data di ponsel 
nasabah. 
 
II. METODE PENELITIAN 

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena 
pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.  

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana, Dengan menggunakan bahan Hukum Primer Dasar hukum Pinjaman Online 
diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan 
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.. 

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian 
kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal 
dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengertian Pinjaman Online  

Pinjaman daring adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang 
beroperasi secara daring. Karena sistemnya yang virtual, pinjaman daring tidak membutuhkan 
jaminan atau agunan. Pinjaman daring termasuk sebuah inovasi di bidang teknologi keuangan 
yang memudahkan masyarakat dalam meminjam uang. Pinjaman online diminati banyak 
masyarakat karena tidak membutuhkan jaminan yang sulit, dan bisa dengan mudah dilakukan 
melalui telepon genggam. Pengguna yang mengakses aplikasinya dapat langsung mendaftar 
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dan mendapatkan pinjaman melalui transaksi daring. Pemohon tidak harus pergi ke bank, 
mengisi formulir dan persyaratan lain. Peminjam cukup mengikuti langkah yang diminta, 
seperti verifikasi identitas diri, nomor kontak, memilih jumlah pinjaman, dan memberi informasi 
rekening bank pribadi.Seiring perkembangannya, aplikasi pinjaman daring semakin banyak 
bermunculan disebabkan peminat dari masyarakat yang cukup tinggi. Munculnya banyak 
aplikasi tersebut menyebabkan pemerintah harus membuat regulasi untuk bisa mengatur 
seluruh aplikasi pinjaman daring agar tidak bertindak ilegal. Regulasi tersebut diatur oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Mekanisme peminjaman secara daring diawali dengan konsumen menggunakan 
platform pinjaman daring. Kemudian, konsumen mengisi formulir peminjaman. Setelah itu, 
perusahaan akan melakukan analisis kredit atau pengajuan pinjaman bagi penerima 
pinjaman. Selanjutnya, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bertemu secara virtual 
melalui platform. Setelah dilakukan pengecekan, peminjam akan menerima sejumlah uang 
yang ditransfer melaui rekening. Tahapan berikutnya, peminjam mengangsur pinjaman 
kepada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan mendapatkan return dari hasil bunga 
pembayaran angsuran. 

 
Sejarah Singkat Pinjaman Online  

Pelopor pinjaman online berdiri lebih dari 15 tahun. Pinjaman online perintis di antaranya 
Zopa, Prosper, LendingClub, dan PayPal. Kemudian setelah tahun 2010 bermunculan 
perusahaan sejenis yang memberikan pelayanan pinjaman online yaitu Square dan Amazon. 
Namun, fokus perusahaan tersebut yaitu memberikan pinjaman pada marketplace lending 
untuk konsumen atau kredit. Kelompok pemberi pinjaman digital pertama tersebut berfokus 
pada pelanggan di luar model risiko bank besar, karena skor kredit, pendapatan, atau tahun 
dalam bisnis bagi perusahaan baru ataupun pemilik bisnis. Produk standar yang ditawarkan 
yaitu pinjaman pribadi, kartu kredit, dan jalur kredit. 

Jenis pinjaman daring ditentukan atas jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), 
suku bunga, agunan dan tujuan pembiayaan. Terdiri atas: 

1. KTA (Kredit Tanpa Agunan): Produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan 
agunan/jaminan. Biasanya syarat yang diminta adalah kartu kredit. 

2. Kredit Karyawan: Berlaku khusus bagi karyawan yang masih aktif bekerja di instansi, 
perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syaratnya adalah slip gaji dan surat 
rekomendasi atasan 

3. Kredit Kendaraan: Syaratnya slip gaji, bukti kepemilikan tempat tinggal sendiri, dan 
uang  muka. 

4. KPR (Kredit Pemilikan Rumah): Berlaku bagi yang ingin membeli rumah dengan 
mencicil. Biasanya fintech bekerjasama dengan bank. Syaratnya slip gaji, bukti 
kepemilikan tempat tinggal sendiri, dan uang muka. 

5. Pinjaman usaha: Berlaku bagi nasabah yang ingin membuka usaha atau tambahan 
modal usaha. 

Legalitas pinjaman daraing tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. 
Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 
Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan 
pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam 
meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan 
menggunakan jaringan internet. Penyelenggara pinjaman daring merupakan lembaga jasa 
keuangan yang berbadan hukum dengan bentuk bentuk perseroan terbatas atau koperasi. 
Batasan maksimal peminjaman berdasarkan perturan OJK tersebut adalah 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Lembaga pinjaman daring wajib mendaftarkan badan 
usahanya pada OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan.Pengaturan 
dokumen elektronik saat melakukan perjanjian pinjaman tertuang dalam pasal 19 aturan OJK 
tersebut. Dokumen tersebut tercantum hal-hal berikut, nomor perjanjian, tanggal perjanjian 
identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, 
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suku bunga pinjaman, besar komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai 
denda, mekanisme penyelesaian sengketa, serta mekanisme penyelenggara dalam hal 
ppenyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Sementara itu, 
kerahasiaan data pribadi dan data transaksi diatur dalam pasal 26. 

Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal belakangan ini telah menimbulkan keresahan 
di masyarakat. Tak jarang, mereka yang terjebak menerima perlakuan tak etis, bahkan teror 
saat ditagih pinjol ilegal.Karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri 
pinjaman online yang legal dan ilegal. Dengan begitu, masyarakat dapat terhindar dari jerat 
utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya. 

Laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berikut ciri-ciri pinjaman online illegal : 
1. Tidak terdaftar/tidak berizin dari OJK 
2. Menggunakan SMS/Whatsapp dalam memberikan penawaran 
3. Pemberian pinjaman sangat mudah 
4. Bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas 
5. Ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang tidak bisa membayar 
6. Tidak mempunyai layanan pengaduan 
7. Tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang tidak jelas 
8. Meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam 
9. Pihak yang menagih tidak mengantongi sertifikasi penagihan yang dikeluarkan 

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) 
Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria 

sebagai berikut: 
1. Terdaftar/berizin dari OJK 
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi 
3. Pemberian pinjam akan diseleksi terlebih dahulu 
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan 
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke 

daftar hitam (blacklist) Fintech Data Center sehingga peminjam tidak dapat meminjam 
dana ke platform fintech yang lain 

6. Mempunyai layanan pengaduan 
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas 
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam. 
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI. 

Pada pinjaman daring terdapat bunga harian yang memberatkan. Selain itu, batas waktu 
pelunasan pinjaman daring relatif lebih singkat. Beberapa layanan pinjaman daring hanya 
membolehkan kreditur melunasi tagihan dalam kurun waktu tak lebih dari 6 bulan. Jika 
semakin panjang pelunasan, maka akan semakin besar bunganya. Jumlah uang yang 
dipinjam pun terbatas karena meminimalisir gagal bayar nasabah. Karena proses pencairan 
dana yang cepat yakni antara satu hingga tiga hari, pinjaman daring memberikan plafon yang 
rendah yakni berkisar satu juta rupiah hingga tiga puluh juta rupiah. Plafon yang rendah akan 
memengaruhi masa tenor yang singkat. Masa tenor yang ditawarkan berkisar antara 10 hari 
hingga 180 hari. Semakin lama masa tenor yang diambil, maka semakin besar bunga cicilan 
yang harus dibayarkan.  

Meskipun pencairan dananya singkat dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, 
bunga yang diberikan oleh pinjaman daring sangat tinggi hingga empat kali lipat dari pinjaman 
pokok apabila pembayaran melewati batas waktu atau telat membayar.[15] Bunga dari 
pinjaman daring legal dibatasi oleh OJK maksimal 0,8%. Sementara itu, pinjaman daring ilegal 
tidak terdaftar di OJK sehingga bisa memberikan bunga sesuai kewenangan sendiri sehingga 
berdampak pada pinjaman yang terus membengkak jika peminjam terlambat dalam 
melakukan pembayaran. Peminjam yang terlambat membayar terancam berurusan dengan 
debt collector. Pada saat melakukan peminjaman di pinjaman daring ilegal, seorang peminjam 
akan dimintai beberapa kontak yang dapat dihubungi. Kontak-kontak itu akan digunakan 
untuk menagih apabila peminjam terlambat membayar. Para penagih hutang akan menelepon 
orang-orang terdekat peminjam, pihak penagih tidak segan untuk berkata kasar dengan nada 
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tinggi apabila sang peminjam tidak membayar pinjaman.Saat melakukan pinjaman, peminjam 
diminta mengunggah swafoto bersama KTP. Dokumen penting tersebut akan disalahgunakan 
oleh pinjaman daring ilegal apabila peminjam tidak membayar pinjaman sehingga berdampak 
pada kebocoran data pribadi yang disebarluaskan melalui pesan singkat maupun media 
sosial. Teror-teror yang dilakukan pinjaman daring ilegal seperti penagihan yang kasar, 
penyebarluasan kerahasiaan data pribadi hingga pinjaman yang semakin membengkak akan 
berdampak pada kesehatan mental seseorang. Dampak psikologis yang akan mengancam 
antara lain depresi dan kecemasan yang diikuti dengan masalah kesehatan fisik, seperti sakit 
kepala, kurang tidur, dan kehilangan fokus. Dampak ini akan meningkatkan probabilitas untuk 
melakukan percobaan bunuh diri delapan kali lebih besar. 

Adapun bentuk pelanggaran Fintech ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan 
intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 
jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media 
elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. 
Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan 
masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu. 
Terakhir, permasalahan fintech ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh 
diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum 
permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. 

Bagi Penyelenggara atau Perusahaan Fintech dapat dikenakan sanksi apabila 
melanggar ketentuan Pasal 43 dan Pasal 47 POJK 77/2016, yang berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 43: 

a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam 
Peraturan OJK ini; 

b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman; 
c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain; 
d. menerbitkan surat utang; 
e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna; 
f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan; 
g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui 

sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan 
h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan. 

Pasal 47: 
Atas pelanggaran 
kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi 

administratif terhadap Penyelenggara berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; 
c. pembatasan kegiatan usaha; dan 
d. pencabutan izin.   

 
KESIMPULAN 

Pinjaman online tentunya bukanlah merupakan hal yang buruk dan menakutkan yang 
harus dijauhi, karena tujuan fintech sebenarnya sangat baik, yaitu untuk memudahkan 
masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan menyederhanakan proses 
transaksi, dengan penggunaan teknologi. 

Fintech juga membantu untuk meningkatkan dan mengakeselerasi perbankan melalui 
kolaborasi dan kemitraan, serta menawarkan model bisnis dan alternatif solusi yang dapat 
membantu pemerintah dan institusi finansial lainnya untuk memperluas jangkauan pemberian 
layanan finansial yang memadai. 

Salah satu sisi positif dari keberadaan fintech adalah kemudahan dalam menjangkau 
masyarakat yang membutuhkan layanan finansial, yang tentunya akan dapat membantu 
dalam permodalan khususnya untuk menggerakkan UMKM. Tentunya agar bisa 
memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari fintech, masyarakatlah  yang seharusnya 
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bijak dalam penggunaan platform ini, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang merugikan 
diri sendiri maupun keluarga. 
 
REFERENSI 
Adhi, “Apa itu Finansial Technology (Fintech)”, 2017, <https://www.money.id/digital/apa-itu-

finansialtechnology-fintech-160219n.html>, 1 November 2019 
Gisia, Apa Itu Pinjaman Online ? Jenis, Suku Bunga, Keuntungan & Kekurangan. 
https://money.kompas.com/read/2021/06/21/054742426/marak-pinjol-ilegal-ini-125-fintech-

yang-terdaftar-di-ojk?page=all#page1 
JDIH Kabupaten Tanah Laut. 
UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  
Pardosi, Rodes Ober Adi Guna; Primawardani, Yuliana (2020-12-11). "Perlindungan Hak 

Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal 
HAM. 11 (3): 353–368. doi:10.30641/ham.2020.11.353-368. ISSN 2579-8553 

www.pajak-online.com 
 
 

https://money.kompas.com/read/2021/06/21/054742426/marak-pinjol-ilegal-ini-125-fintech-yang-terdaftar-di-ojk?page=all#page1
https://money.kompas.com/read/2021/06/21/054742426/marak-pinjol-ilegal-ini-125-fintech-yang-terdaftar-di-ojk?page=all#page1
https://money.kompas.com/read/2021/06/21/054742426/marak-pinjol-ilegal-ini-125-fintech-yang-terdaftar-di-ojk?page=all#page1
https://money.kompas.com/read/2021/06/21/054742426/marak-pinjol-ilegal-ini-125-fintech-yang-terdaftar-di-ojk?page=all#page1

